
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan saat ini, 

salah satunya yaitu perkembangan teknologi telekomunikasi. Teknologi 

telekomunikasi telah membawa manusia pada suatu peradaban baru. 

System tata nilai dalam suatu masyarakat akan berubah. hal ini akan 

berdampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan. Pada 

umumnya dampak perkembangan teknologi informasi memiliki manfaat 

yang dirasakan manusia bagi secara langsung maupun tidak langsung. 

Dampak langsung perkembangan teknologi dan informasi juga sudah 

banyak memberikan manfaat terutama tentang kemudahan dalam 

menjalankan aktifitas, dengan adanya perkembangan teknologi dan 

informasi secara tidak langsung telah mengubah pola dan gaya hidup 

masyarakat seperti dalam berinteraksi sosial (tidak harus bertemu dangan 

orang lain) selain itu dalam bertransaksi juga tidak harus bertemu dengan 

penjual, oleh karena itu adanya perkembangan teknologi dan informasi saat 

ini menjadi hal yang sangat penting terhadap semua sektor, hampir semua 

pelayanan publik dan fasilitas sudah mengakses dan menggunakan 

perkembangan teknologi informasi untuk kemudahan layanan termasuk 

perusahaan dan badan hukum.1   Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di 

bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang.   

 
1 Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi”. 2009, hlm. 78 



Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya 

disebut dengan (UU ITE) namun masih kerap terjadi kejahatan pada bidang 

ITE meskipun telah ada peraturan yang mengatur. 

seperti pencemaran nama baik, perusakan jaringan cyber (hacking) 

serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar 

atau video pornografi (Cyberporn ). Ditunjang dengan semakin kuat 

kecanggihan teknologi internet di Indonesia, aktivitas cyberporn  juga 

mengalami perkembangan. Cyberporn  memiliki dampak negatif yang 

sangat besar. Sehingga perlu penanganan dan upaya lebih lanjut dari 

Negara dalam menanggulangi serta mencegah kejahatan ini. Dapat dilihat 

tindak pidana Cyberporn  yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, 

dibutuhkan penegakan hukum yang nyata dalam pelaksanaannya. Proses 

penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaanya 

oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.2  Penegakan tindak pidana 

cyberporn  secara umum telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dijelaskan 

tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi yaitu pasal 27 ayat 

(1)  melanggar kesusilaan. Masalah cyberporn  lebih khusus diatur dalam 

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa 

pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh 

 
2 Widyopramono, 1994, Kejahatan di Bidang Komputer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 28 



orang perorangan atau koorporasi melalui pertunjukan langsung, televisi 

kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat 

kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.3 3Para ahli menyebutkan 

bahwa cyberporn  adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk 

ekspresi atau kepuasan seksual.  Menurut Barda Nawawi Arief 

mendefenisikan bahwa cyberporn  adalah sebagai penggunaan internet 

untuk tujuan-tujuan sexual. Namun David Greenfield juga menyatakan 

bahwa cyberporn  adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk 

ekspresi atau kepuasan seksual.4  Internet sebagai media non sensor yang 

online 24 jam dengan muatan pornografi, akan berdampak buruk bagi 

perilaku anak-anak dan remaja yang mengkonsumsinya. Berdasarkan teori 

imitasi, media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa 

yang disajikan, maka anak-anak atau remaja yang belum bisa menganalisis 

apa itu baik dan buruk melalui pikirannya, akan cenderung mengimitasi 

dan mencoba apa yang baru dilihatnya. Dilihat dari sudut criminal policy, 

upaya penanggulangan kejahatan (termasuk cyber crime) harus dilakukan 

dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum 

pidana), pendekatan teknologi (techno prevention) karena cyber crime 

sebagai salah satu bentuk dari hitech crime.5  Pada tanggal 17 Juli 2014, 

Tifatul Selmbiring sellaku Melnkomimfo pada saat itu, melngelsahkan 

 
3 M.Nur Fikry, Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana 

Indonesia,2017, Jurnal, hal. 1 
4 Ibid..,  
5 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime 

Di Indonesia, Op.cit., hal. 183 



Rancangan Pe lraturan Melntelri Komunikasi dan Informatika telntang 

Pelnanganan Situs Intelrnelt Belrmuatan Nelgatif melnjadi Pelraturan Melntelri 

Kominfo No. 19 Tahun 2014 telntang Pelnanganan Situs Intelrnelt Belrmuatan 

Nelgatif.6 Pelmelrintah sudah melmpunyai dasar hukum atas kelwelnangan 

pelmblokiran situs-situs yang dianggap belrmuatan nelgatif, selpelrti situs 

porno, situs pelrjudian, situs yang me lngandung unsur SARA, dan 

lainnya.7Belbelrapa waktu lalu, Direlktur ICT Watch Donny BU melnyoroti 

keltidakjellasan asal muasal Trust+Positif ini. Dia melnilai pelmbelrian mandat 

pelnyusunan databasel Trust+Positif ini tidak transparan dan accountablel. 

Hal inilah yang selmpat telrjadi keltika pelmelrintah melmutuskan pelmblokiran 

situs Vimelo belbelrapa waktu lalu. Para pelngguna intelrnelt me lmprotels 

pelmblokiran situs Vimelo itu karelna tanpa alasan yang jellas. Selme lntara 

Tifatul melnyatakan pelmblokiran Vimelo karelna melngandung konteln 

pornografi.8  Hal itu diatur di Pasal 18. Seldangkan UU No. 11 Tahun 2008 

telntang Informasi dan Transaksi ELlelktronik (ITEL) Pasal 27 ayat (1) 

mellarang pelnyelbarluasan matelri asusila mellalui intelrnelt. Pellanggaran atas 

aturan ini diancam sanksi pelnjara/pidana dari 6 (elnam) bulan sampai 12 

tahun pelnjara, dan sanksi delnda dari Rp 250 juta sampai Rp 6 Milyar. 

Melnilik UU ITEL di atas, yang diancam diputus ijin, bahkan masuk pelnjara 

adalah ISP. Selhari se lbellum melmasuki bulan Ramadan, Kelmkominfo 

 
6 Kompas relsmi ini isi pe lraturan blokir konte ln telkno, kompas.com/relad/2014/1426022/ 

Kompas relsmi. Isi pe lraturan blokir konte ln diakse ls 27 De lse lmbe lr 2022. jam 15:49 
7 Ibid.., 
8 E Lko Budi Sulistio, Je lnis Dan De lsain/Pe lnde lkatan Pe lne llitian. Pdf . hlm. 6. 

http://unila.acadelmia.e ldu/e lkobudisulistio (16 Marelt 2017)  



melmanggil elnam ISP telrbelsar yakni Indosat, Indosat Melga Meldia (IM2), 

XL Axiata, Tellkomsell, Bakriel Tellelcom dan PT Tellkom dan untuk 

mellakukan uji coba blokir situs porno. Pelmbelritahuan baru disampaikan 

dua hari selbe llumnya. Melnurut Tifatul Selmbiring, kelelnam providelr selpakat 

dukung blokir situs porno. Namun pada UU No. 11 Tahun 2008 tellah 

dipelrbarui me lnjadi UU No.19 Tahun 2016 melngelnai informasi dan 

transaksi ellelktronik. Pada pasal 40 ayat 2a UU No.19 tahun 2016 

melnyelbutkan bahwa Pelmelrintah wajib mellakukan pelncelgahan 

pelnyelbarluasan dan pelnggunaan Informasi ELlelktronik dan/ atau Dokumeln 

ELlelktronik yang melmiliki muatan yang dilarang selsuai delngan keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan. Selpelrti praktik pelmblokiran yang 

melrupakan salah satu upaya dalam melncelgah pelnyelbarluasan konteln 

pornografi. Saat ini, praktik pelmblokiran melrupakan praktik yang mulai 

dilakukan untuk melnutup aksels pelngguna telrhadap konteln yang telrsaji di 

intelrnelt. Belbelrapa alasan umum praktik pelmblokiran ini, antara lain telrkait 

delngan kontrol telrhadap elkspre lsi politik, baik belrupa elksprelsi yang 

dilakukan olelh warga nelgaranya, maupun selbagai upaya untuk 

melnghalangi pelngaruh dari luar nelgaranya telrhadap praktik politik di 

dalam suatu nelgara. Sellain itu, praktik pelmblokiran selring pula didasarkan 

pada alasan yang telrkait delngan pelncelgahan pornografi selrta mellindungi 

moralitas masyarakat. Walaupun be lgitu praktik pelmblokiran ini tellah 

jamak dilakukan mellalui belbelrapa cara, yakni diantaranya mellalui 

pelncelgahan pelngguna melngaksels laman telrtelntu, pelmblokiran Intelrnelt 



Protocol (IP), elkstelnsi nama domain, dan pelnutupan suatu laman dari 

laman selrve lr yang ditelmpatinya.  

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana pelrtanggungjawaban pidana pelnyeldia jasa selrvicel providelr 

pada kasus filtelrisasi konteln porno di intelrnelt / meldia sosial ? 

1.3. Tujuan Pelnellitian  

Untuk Melngeltahui Bagaimana Pelrtanggungjawaban pidana pelnyeldia jasa 

selrvicel providelr pada kasus filtelrisasi konteln porno di intelrnelt/ meldia 

social 

1.4. Manfaat Pelnellitia  

Manfaat pelnellitian adalah uraian untuk melnunjukkan bahwa suatu 

masalah layak ditelliti, selrta untuk melnunjukkan signifikansi masalah 

yang akan ditelliti. Pelmbahasan melnge lnai manfaat pelnellitian ini belrikut 

manfaat yang akan ditelrima : 

1. Manfaat Teloritis  

Pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah pelngeltahuan me lngelnai 

hukum hukum yang melngatur telntang cybelrporn  sellain itu 

pelnellitian ini diharpakan dapat melnjadi sarana pelngelmbangan ilmu 

selcara teloritis dalam pelrkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pelnulis  

Pelnulis belrharap pelnellitian ini dapat belrmanfaat dan dapat 

digunakan selbagai sarana pelmbellajaran bagi mahaisiswa 



fakultas hukum. 

b) Bagi Pelnelliti Sellanjutnya  

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmelbelri kontribusi untuk 

melngelmbangkan telori.   

 

1.5. Kelaslian Pelnellitian  

Untuk melnelntuan orisinilitas pada pelnellitian, maka pelnelliti dapat melncari 

dan melmbaca tulisan-tulisan telrdahulu. Yang belrtujuan untuk melmpelrkuat 

hasil pelnellitian yang seldang dilakukan. Selbagai bahan pelrtimbangan 

pelnellitian ini Selbagai pelnulis dalam pelnellitian delngan judul 

“Pelrtanggungjawaban Pidana Telrhdap Pellaku Pelnyeldia Jasa Intelrelnt 

Selrvicel Providelr Telrkait Filtelrisasi Cybelrporn ” Belrdasarkan obselrvasi 

yang tellah dilakukan di pelrpustakaan fakultas Hukum Univelrsitas 

Trunojoyo Madura, pelnellitian yang akan ditelliti ini bellum pelrnah ditulis 

olelh pelnelliti lainnya.agar lelbih mudah melngeltahui pelnellitian selbellumnya 

dan pelnellitian yang akan dilakukan, pelnelliti tellah melmbuat tabell melngelnai 

kelaslian  pelnellitian ini dan pelrbeldaan delngan hasil pelnellitian selbellumnya 

selpelrti pada tabell 1.1 selbagai belrikut : 

NO. Nama, 

Judul, 

Univelrsitas  

Rumusan 

Masalah 

Hasil Pelrbeldaan 

delngan 

Pelnellitian 

Selbellumnya 

1. Ranny 

Dellta 

Kasih, 

Univelrsit

as Islam 

1. Apa saja 

modus 

opelrandi 

pelnyelbar

an 

Pelrtanggungjaw

a ban pidana 

para pihak dalam 

pelnyalahgunaan 

meldia 

Pada pelnellitian 

Ranny melrujuk 

pada 

pelrtanggungjaw 

aban pidana 



Indonelsia

, Skripsi, 

Yogyakar

ta, 

Pelrtelangg

ungjaw 

aban 

Pidana 

Pelnyelbar

an 

Konteln 

Cybelrpor

n  

Mellalui 

Twittelr 

cybelrpor

n  mellalui 

sosial 

meldia 

Twittelr? 

2. Siapa saja 

yang 

dapat 

dimintai 

pelrtanggu

ngja 

waban 

pidana 

dalam 

pelnyalah

guna an 

meldia 

sosial 

Twittelr 

Untuk  

pelnyelbar

an 

cybelrpor

n  ? 

sosial Twittelr 

untuk 

pelnyelbaran 

cybelrporn  

adalah selbagai 

belrikut: 

a) Pelrelkam dan 

pelngunggah 

foto/videlo 

porno 

mellalui 

meldia sosial 

Twittelr dapat 

dikelnai Pasal 

45 (1) jo. 

Pasal 27  

b) Pelngirim 

foto/videlo 

porno ke l 

admin akun 

Twittelr lain 

dapat 

dikelnakan 

Pasal 45 (1) 

jo. Pasal 27 

ayat (1) UU 

ITEL 

pada se lselorang 

yang 

melnyelbarkan 

konteln porno di 

twittelr 

2. Asrini 

Hanifah, 

Univelrsitas 

Selbellas 

Marelt, 

Skripsi, 

Surakarta, 

Pelngaturan 

Pelnelgakan 

Hukum 

telrhadap 

Pornografi 

Di Intelrnelt 

(Cybelrporn ) 

Selbagai 

Keljahatan 

Mayantara 

1. Bagaima

na 

pelngatur

an 

hukum 

positif 

Indonelsi

a 

melngatur 

pornogra

fi di 

intelrnelt 

(cybe lrpo

rn ) 

selbagai 

keljahatan 

mayantar

a ? 

Pelngaturan 

hukum positif 

Indonelsia 

melngatur 

keljahatan 

pornografi di 

intelrnelt 

(Cybelrporn ) 

selbagai 

keljahatan 

mayantara. 

Paying hukum 

yang jellas pada 

pelnelgakan 

hukum telrhadap 

tindak pidana 

cybelrporn  ini 

salah satunya 

yaitu pelngaturan 

Pelrbeldaan 

pelnellitian asrini 

yaitu telrleltak 

pada subjelk 

pelnellitian 

selpelrti 

bagaimana 

pelngaturan 

hukum di 

Indonelsia 

melngelnai 

cybelrporn  

selbagai 

keljahatan 

mayantara 

sellain itu juga 

belrbelda pada 

rumusan 

masalah yang 



2. Apakah 

pelraturan 

hukum 

positif 

indonelsia itu 

sudah 

melmadai 

delngan 

pelrkelmbang

an pornografi 

di intelrnelt 

(Cybelrporn ) 

selkarang ?  

kitab undang- 

undang Hukum 

Pidana 

Pornografi 

diatur pada Bab 

XIV telntang 

keljahatan 

telrhadap 

kelsusilaan pada 

pasal 281, pasal 

282 dan pasal 

283 KUHP. 

melnyelbutkan 

apakah 

pelraturan 

hukum di 

Indonelsia sudah 

melmadai telrkait 

selmakin 

belrkelmbangnya 

keljahatan 

asusila atau 

pornografi di 

intelrnelt 

(cybe lrporn ) 

3. Mutmainah, 

Univelrsitas 

Hasanudin, 

Skripsi, 

Makasar, 

Tinjauan 

Yuridis 

Telrhadap 

Tindak 

Pidana 

Pelnyelbaran 

Konteln 

Pornografi 

1. Bagaimana

kah 

kualifikasi 

pelrbuatan 

tindak 

pidana 

pelnyelbaran 

konteln 

pornografi 

selbagai 

balas 

Delndam 

belrdasarka

n Undang- 

Undang 

No. 19 

Tahun 2016 

telntang 

pelrubahan 

atas 

Undang- 

Undang 

No. 11 

Tahun 2008 

telntang 

Informasi 

dan 

Transaksi 

ELlelktronik? 

2. Bagaimana

kah 

pelnelrapan 

hukum 

Pasal 27 ayat (1) 

UU ITEL 

melrupakan dellik 

formil. Kare lna 

dalam Pasal 

telrselbut hanya 

melnguraikan 

telntang 

pelrbuatan yang 

dilarang selpelrti 

seltiap orang 

 delngan selngaja 

dan tanpa hak 

melndistribusika

n dan/atau 

melntransmisika

n dan/atau 

melmbuat dapat 

diakselsnya 

informasi 

ellelktronik 

dan/atau 

dokumeln 

ellelktronik yang 

melmiliki muatan 

mellanggar 

kelsusilaan. Pasal 

ini tidak 

melnguraikan 

unsur akibat dari 

pelrbuatan yang 

dilarang telrselbut 

Pada pelnellitian 

Mutmainnah 

melmiliki 

pelrbeldaan pada 

rumusan 

masalah dimana 

ada pe lnellitian 

mutmainnah 

Melnyelbutkan 

bagaimmana 

kualifikasi 

pelrbuatan 

tinndak pidana 

pelnyelbaran 

konteln 

pornografi 

selbagai balas 

delndam sellain 

itu bagaimana 

pelnelrapan 

hukum hukum 

pidana matelrill 

pada pellaku 

pelnyelbaran 

konteln 

pornografi 

selbagai balas 

delndam. 



pidana 

matelriil 

telrhadap 

pellaku 

tindak 

pidana 

pelnyelbaran 

konteln 

pornografi 

selbagai 

balas 

delndam 

dalam 

putusan 

No. 

483/Pid.B/

2019/ 

PN.Amb ? 

4.  Mutmainah, 

Univelrsitas 

Hasanudin, 

Skripsi, 

Makasar, 

Tinjauan 

Yuridis 

Telrhadap 

Tindak 

Pidana 

Pelnyelbaran 

Konteln 

Pornografi 

1. Bagaimanak

ah kualifikasi 

pelrbuatan 

tindak pidana 

pelnyelbaran 

konteln 

pornografi 

selbagai balas 

Delndam 

belrdasarkan 

Undang- 

Undang No. 

19 Tahun 

2016 telntang 

pelrubahan 

atas Undang- 

Undang No. 

11 Tahun 

2008 telntang 

Informasi 

dan 

Transaksi 

ELlelktronik? 

2. Bagaimanak

ah pelnelrapan 

hukum 

pidana 

matelriil 

Kelbijakan 

formulasi 

hukum pidana 

dimasa yang 

akan datang 

dalam upaya 

pelnanggulangan 

cybelrporn , 

diantaranya 

adalah Konselp 

KUHP 2015, 

pelmbaharuan 

Undang-undang 

Anti Pornografi 

dan Pornoaksi 

selrta 

pelmbaharuan 

atas Undang 

Undang 

informasi dan 

transaksi 

ellelktronik yang 

dalam prosels 

pelnelrapan 

dinilai masih 

sama dan bellum 

di atur se lcara 

khusus dan 

Pada pelnellitian 

Helndra telrdapat 

pelrbeldaan juga. 

Pada pelnellitian 

Helndro ingin 

melnelliti 

bagaimana 

pelngaturan 

cybelrporn  

dalam hukum 

pidana positif di 

Indonelsia jadi 

masi luas dan 

tidak 

melngelrucut / 

belrfokus pada 

suatu subjelk. 



telrhadap 

pellaku tinda 

k pidana 

pelnyelbaran 

konteln 

pornografi 

selbagai balas 

delndam 

dalam 

putusan No. 

483/Pid. 

B/2019/ 

PN.Amb ? 

telrpelrinci 

telntang 

cybelrporn . 

Adanya 

keltelrbatasan 

kelmampuan 

hukum pidana, 

melnunjukkan 

pelrlunya aturan 

Khusus dalam 

pelnanggulangan 

cybelrporn , 

rancangan 

KUHP tahun 

2015 masih 

melngatur 

masalah 

ini selbagi hal 

yang mellangar 

kelsusilaan 

pelrlu nya se lbuah 

aturan yang di 

digunakan untuk 

melnangkal 

keljahatan di 

dunia cybelr, 

mulai 

pelmbatasan 

aksels intrelnelt 

yang belrbau 

pornografi 

pelngawasan dari 

pelmelrintah 

pusat telrhadap 

masalah 

cybelrporn  

delngan 

mellakukan 

kajian telntang 

dampak 

cybelrporn  di 

dalam masyrakat 

5. Felbrian Hari 

Purwito, 

Univelrsitas 

Pada pelnellitian 

Felbrian 

melnyelbutkan 

Dalam upaya 

pelnelgakan 

hukum 

telrhadap 

Pelrbeldaan pada 

pelnellitian 

felbrian yaitu 

pelnellitian ini  



Muhammadi

yah  

Surakarta, 

Skripsi, 

Surakarta, 

Pelnelgakan 

Hukum 

Telrhadap 

Tindak 

pidana 

Cybelrporn 

ografi 

Bagaimana  

pelnelgakan 

hukum telrhadap 

tindak pidana 

cybelrporn ografi 

di Indonelsia, dan 

apa faktor-faktor 

yang 

melmpelngaruhi 

di dalam 

pelnelgakan 

hukum telrhadap 

tindak pidana 

cybelrporn ografi 

tindak 

Pidana  

cybelrporn 

ografi dapat 

melnggunaka

n sarana 

pelnal, yaitu 

Kitab 

Undang- 

Undang 

Hukum 

Pidana 

(KUHP), 

Undang-

Undang 

Nomor 8 

tahun 

1992 

 

telntang 

Pelrfilman, 

Undang-

undang 

Nomor 36 

tahun 

1999 telntang 

Tellelkomuni

kasi, 

Undang-

Undang 

Nomor 40 

tahun 

1999 

telntang 

Pelrs, 

Undang- 

Undang 

Nomor 32 

tahun 

2002 

telntang 

Pelnyiaran 

dan 

UndangUnd

ang Nomor 

11 tahun 

ingin 

melngeltahui 

pelnelgakan 

hukum pada 

cybelrporn ograf 

i dan faktor 

yang 

melmpelrngaruhi 

pada pelnelgakan 

hukum ini 

seldangkan pada 

pelnellitian ini 

ingin 

melngeltahui 

lelbih melndalam 

telntang 

pelnelgakan 

hukum 

Cybelrporn  

telrkait. 



 

 

 

 

1.6. Meltodel Pelnellitian  

1.6.1. Jelnis Pelnellitian  

Melnurut rumusan masalah dan tujuan pelnellitian yang tellah ditulis 

maka pelnelliti dapat melnguraikan jelnis pe lnellitian yang digunakan 

dalam pelnellitian ini yaitu Melnurut Soelrjono Soelkanto pelndelkatan 

yuridis normatif yaitu pelnellitian hukum yang dilakukan delngan cara 

melnelliti bahan pustaka atau data selkundelr selbagai dasar untuk 

ditelliti delngan cara melngadakan pelnellusuran telrhadap pelraturan-

pelraturan dan litelratur-litelratur yang belrkaitan de lngan pelrmasalahan 

yang ditelliti.9  

1.6.2. Pelndelkatan Pelnellitian  

Pelnellitian hukum adalah suatu prosels untuk melnelmukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna melnjawab isu hukum yang dihadapi.10 

 

 

 

 
9 Soe lrjono Soelkanto & Sri Mamudji, 2001, Pe lne llitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawali Pe lrs, Jakarta, Hal 13-14 
10 Ibid..,  

2008 

telntang 

Informasi 

dan 

Transaksi 

ELlelktronik. 



 

1.6.3. Telknik Pelngumppulan Bahan Hukum  

Pelnellitian hukum adalah suatu prosels untuk melnelmukan aturan  

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna melnjawab isu hukum yang dihadapi.11 

1.6.4. Jelnis Bahan Hukum  

Pelnellitian ini melnggunakan data primelr dan selkundelr  yaitu : 

a) Bahan Hukum primelr 

Bahan bahan hukum Primelr telrdiri dari pelrundang- undangan, 

adapun yang pelnelliti gunakan adalah selbagai belrikut : 

1. Di Pasal 18. Seldangkan UU No. 11 Tahun 2008  telntang 

Informasi dan Transaksi ELlelktronik (ITEL) Pasal 27 ayat (1) 

mellarang pelnyelbarluasan matelri asusila mellalui intelrnelt. 

melnurut UU ITEL. 

2. Undang-Undang Relpublik Indonelsia No. 44 Tahun 2008 

Telntang Pornografi pada pasal Pasal 20, Pasal 21, Pasal 

28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-

Undang Dasar Ne lgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945 

yang melngatur telntang pronografi.  

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telntang Informasi 

dan Transaksi ELlelktronik 

 
11 Pe lte lr Mahmud Marzuki,Pe lne llitian Hukum, Ke lncana Pre lnada Meldia Group, Jakarta, 

2011, hlm 35 



 

b) Bahan Hukum Selkundelr  

Bahan hukum selkundelr adalah bahan hukum yang telrdiri atas 

bukubuku telks yang ditulis olelh ahli hukum yang belrpelngaruh, 

jurnal-jurnal hukum, pelndapat para sarjana, kasus-kasus hukum, 

yurisprudelnsi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang 

belrkaitan delngan topik pelnellitian.12  Bahan hukum selkundelr 

yang digunakan selpelrti : 

1. Hasil karya ilmiah para sarjana yang re llelvan atau telrkait 

dalam  pelnellitian ini. 

2. Hasil-hasil pelnellitian yang rellelvan de lngan pelnellitian 

ini.  

c) Bahan Hukum Telrsielr  

Bahan hukum telrsielr adalah bahan hukum yang melmbelrikan 

peltunjuk atau pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr dan 

bahan hukum selkunde lr. bahan hukum telrsielr melliputi :  

1. Bahan dari meldia inte lrnelt yang rellelvan delngan 

pelnellitian ini. 

1.6.5. Meltodel Analisa Bahan Hukum  

Meltodel pelnellitian yaitu suatu yang pelnting dalam pelnellitian. Jika 

pada pelnellitian tidak melnggunakan meltodel dalam pelnellitiannya 

 
12 Johny Ibrahim, Telori dan Me ltodologi Pelne llitian Hukum Normatif, (Surabaya: 

Bayumeldia, 2008), hal. 295 



maka tidak akan melndapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. 

Dalam hal ini, pelne lliti harus melnelntukan meltodel yang telpat dan 

selsuai delngan apa yang ditelliti agar dapat melncapai tujuan yang 

diinginkan.  

1. Jelnis Pelnellitian  

Jelnis Pelnellitian ini di kellompokkan selbagai pelnellitian hukum 

Pelnellitian ini melrupakan pelnellitian hukum normatif yang 

melrupakan salah satu jelnis pelnellitian yang dikelnal umum dalam 

kajian ilmu  hukum. Melngingat pelnellitian ini melnggunakan 

pelndelkatan normatif  yang tidak belrmaksud untuk melnguji 

hipotelsa, maka titik belrat pelnellitian telrtuju pada pelnellitian 

kelpustakaan. pada pelnellitian hukum elmpiris yang melnjadi 

kajiannya belkelrjanya hukum pada masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


